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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

       Pembangunan nasional merupakan bentuk pengamalan Pancasila 

yang dilaksanakan oleh pemerintah secara bertahap dalam rangkaian 

proyek pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan suatu 

masyarakat adil dan makmur, dan karenanya diperlukan dana untuk 

menyelenggarakan pembangunan yang semakin meningkat dari tahun ke 

tahun.1  

       Setiap Negara pasti memiliki sumber penerimaan yang 

dipergunakan untuk kemakmuran dan kemajuan bangsanya. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa keuangan negara merupakan urat nadi 

dalam pembangunan suatu negara dan sangat menentukan kelangsungan 

perekonomian baik saat ini maupun masa yang akan datang.2 Penerimaan 

negara tersebut dipastikan berasal dari beberapa sumber, beberapa di 

antaranya merupakan kebijakan dari Negara itu sendiri untuk memungut 

iuran dari masyarakat.  

       Indonesia juga memiliki beberapa sumber penerimaan yang 

diperhitungkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN).  

 

1 Wiratni Ahmadi, Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian 
Sengketa Pajak (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006) hal. 9 

2 Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 10 
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Pengertian umum mengenai APBN adalah rencana kerja yang 

diperhitungkan dengan keuangan yang disusun secara sistematis, yang 

mencakup rencana penerimaan dan rencana pengeluaran untuk satu 

tahun anggaran, yang disusun oleh pemerintah pusat dan telah disetujui 

oleh DPR.3 Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, 

menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang 

menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga 

tahun berikutnya berdasarkan prinsip anggaran kinerja (performa 

budgeting).4 

      Dalam Undang-Undang APBN No. 15 Tahun 2017, jenis penerimaan 

APBN Indonesia diperoleh dari beberapa sumber, yaitu : penerimaan 

perpajakan5, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah.6 Di 

antara penerimaan negara di atas, penerimaan perpajakan merupakan 

penerimaan paling dominan dibanding penerimaan negara lainnya. 

Dengan kata lain, sumber utama APBN adalah dari pajak.7 Membahas 

mengenai pajak, pengertian pajak menurut beberapa ahli sebagai 

berikut : 

 
 

3 Ibid. hal. 76 
4 W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana 

Indonesia, 2006) hal. 37 
5 Perpajakan adalah penerimaan yang dipungut oleh Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan 

Cukai. 
6  Undang-Undang No. 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Negara Tahun Anggara 2018, Pasal 3 
7 Erna Widjajati, Hukum Pajak Bagi Negara dan Masyarakat (Jakarta: Roda Inti Media, 

2013) hal. iii 
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a) Soeparman Soemahamidjaja8 

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang 
dipungut oleh Penguasa berdasarkan norma-norma hukum, 
guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa 
kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum” 
 

b) Rochmat Soemitro9 
“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara 
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 
dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang 
langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum.”  
 

c) P.J.A. Adriani10 
“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat 
dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya 
menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak 
mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat 
ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas 
negara untuk menyelengggarakan pemerintahan.” 
 

d) M.J.H. Smeets11 
“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang 
melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, 
tanpa adakalanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan 
dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk 
membiayai pengeluaran pemerintah.” 
 

e) Tjip Ismail 12 
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 
Undang – Undang yang dapat dipaksakan dan 
diprioritaskan untuk membiayai pelayanan terhadap sektor 
pajak yang bersangkutan.” 

 

 

8 Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak Edisi 4 (Jakarta: Salemba Empat, 
2008) hal. 6 

9 Ibid. 
10 Jonker Sihombing, Pokok-Pokok Hukum Pajak (Jakarta: Ref Publisher. 2013) hal. 2 
11 Ibid. hal. 3 
12 Tjip Ismail, Kuliah Hukum Pajak (Jakarta) hal. 20 
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Berdasarkan pengertian pajak yang diungkapkan oleh para ahli di atas, 

dapat disimpulkan ciri-ciri dari pajak adalah :13    

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang – Undang/ norma 

yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Jika tidak 

demikian maka dapat dianggap sebagai perampasan hak. 

2. Sifatnya dapat dipaksakan; penyerahan pajak bersifat wajib, yang 

jika tidak dilakukan, maka dapar dipaksakan dengan kekerasan 

seperti surat paksa dan sita. 

3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dirasakan oleh 

wajib pajak; 

4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat 

maupun daerah (tidak boleh dipungut swasta); dan 

5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara (rutin 

dan pembangunan nasional). 

 
       Fungsi pajak sendiri salah satunya yaitu untuk membiayai 

pengeluaran umum (budgetair) sehubungan dengan tugas Negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, sehingga 

hasil atau imbalan yang kita peroleh dari pembayaran pajak secara tidak 

langsung kita peroleh dari pemerintah.14  

       Begitu pentingnya penerimaan pajak di Indonesia dalam penerimaan 

Negara yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN setiap tahunnya. 

 

13 Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, Op. Cit., hal. 6 
14 C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pajak (Jakarta: Pustaka  

Sinar Harapan, 1997) hal. 1 



 

 5 

 
Karena secara perekonomian, pemungutan pajak merupakan penerimaan 

negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.15 

Oleh karenanya pengaturan dasar pungutan pajak diatur dalam Konstitusi 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23.  

Telah terjadi perubahan paradigma dasar pungutan pajak di 

Indonesia setelah amandemen ke III (ketiga) Undang-Undang Dasar 

1945 pada 9 November 1945, yang awalnya diatur dalam Pasal 23 ayat 

(2), diubah menjadi Pasal 23A.16 Perubahan yang paling mendasar 

terdapat pada yang sebelumnya pajak diatur berdasarkan Undang-

Undang, kemudian menjadi pajak diatur dengan Undang-Undang.  

Makna perubahan tersebut bahwa pungutan pajak harus diatur 

dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur lebih lanjut 

dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan 

Peraturan Perundang-Undangan, di mana pada Pasal 7 mengatur 

mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.17  

 

15 Mulyo Agung, Teori Dan Aplikasi Perpajakan Indonesia (Jakarta: Dinamika Ilmu, 
2007) hal. 18 

16 Tjip Ismail, Loc. Cit. 
17 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang – 

Undangan, Pasal 7 : 
 Ayat (1) :  

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 
a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ; 
c. Undang – Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang ; 
d. Peraturan Pemerintah ; 
e. Peraturan Presiden ; 
f. Peraturan Daerah Provinsi ; dan 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Ayat (2) : 
Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
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Sementara ini banyak aturan serta kebijakan khususnya mengenai Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) yang dimuat dalam Surat Edaran.  

       Pengertian pajak di Negara yang menganut sistem pemerintahan 

yang demokratis menuntut bahwa Undang – Undang harus secara mutlak 

menetapkan bahwa “apa yang dikenakan” (objek pajak), “siapa yang 

dikenakan” (subjek pajak), “berapa beban pajak” (tarif pajak), serta 

sanksi pelanggaran pajak harus ditetapkan dengan UU, dan tidak dapat 

diserahkan kewenangannya kepada peraturan yang lebih rendah seperti 

Peraturan pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, atau Keputusan 

Dirjen Pajak.18 Namun penulis dapat memahami bahwa Surat Edaran 

atau Peraturan Menteri (Keuangan) maupun Dirjen Pajak dapat 

dilaksanakan sepanjang tidak menyangkut substansi. 

       Pajak tidak hanya menjadi peranan penting dalam membiayai 

pembelanjaan Negara (budgetair), tetapi juga merupakan tolak ukur 

kemakmuran bangsa.19 Pajak juga berfungsi sebagai regulered 

(mengatur), yaitu fungsi tidak langsung untuk memasukan uang 

sebanyak mungkin,  

18 Fidel, Tindak Pidana Perpajakan Dan Amandemen Undang-Undang KUP, PPh, 
PPN, Pengadilan Pajak (Jakarta: PT. Carofin Media, 2015) hal. 35 

19 Beberapa fungsi pajak di antaranya :  
- pajak merupakan alat atau instrument penerimaan negara (fungsi budgeter) untuk 

menjalankan tugas-tugas rutin negara dan untuk melaksanakan pembangunan 
nasional ;  

- pajak merupakan alat untuk mendorong investasi dengan memberikan insentif 
perpajakan sedemikian rupa sehingga dapat mendorong peningkatan investasi ; 

- pajak merupakan alat redistribusi dengan tarif progresif yang berlaku dimaksudkan 
untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi pada golongan yang lebih mampu. Dana 
yang dipindahkan dari sektor swasta ke sector pemerintah dipergunakan pertama 
untuk membiayai proyek-proyek yang terutama dinikmati oleh masyarakat yang 
berpenghasilan rendah. 
Djamaluddin Gade dan Muhammad Gade, Hukum Pajak (Jakarta: Universitas 
Indonesia, 2004) hal. 11 
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tetapi pajak dipakai sebagai alat untuk menggerakan perkembangan 

sarana perekonomian yang produktif.20 Maka dari itu diperlukan 

dukungan dan partisipasi masyarakat sebagai komponen utama dalam 

upaya mewujudkan kemandirian pembiayaan bangsa.21 

       Keberadaan peranan penting pajak di Indonesia, hingga dasar 

pungutan dan peruntukkannya harus dibicarakan dan ditetapkan dalam 

Undang- Undang, antara lain setiap tahun perencanaannya dalam 

Rencana Anggaran Pembelian dan Belanja Negara (RAPBN)  diminta 

dan diusulkan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

untuk dijadikan Undang-Undang sebagai pengaturannya. Oleh karena 

itu, apa yang telah ditetapkan dalam RAPBN harus sesuai dengan 

realisasinya agar bisa dipertanggung jawabkan. 

       Ketika terjadi ketidakseimbangan antara perencanaan dan 

realisasinya, maka Kementerian harus bisa mempertanggung jawabkan 

kepada DPR atas permasalahannya karena yang telah dijelaskan 

sebelumnya, bahwa dasar pemungutan hingga peruntukkan pajak telah 

ditetapkan oleh Undang-Undang. Seperti yang terjadi pada tahun 2017 

lalu, ketika Presiden Joko Widodo mengajukan Rancangan Undang-

Undang (RUU) APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017.22  

 

20 Imam Wahyutomo, Pajak (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1994) hal. 7-8, dalam Edy 
Gunawan, Keadilan Bagi Wajib Pajak Yang Patuh Pasca Berlakunya Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Jakarta: Universitas 
Pelita Harapan, 2017) hal. 2 

21 Direktorat Jenderal Pajak, Pemenang dan Nominasi Pemenang Lomba Karya Tulis 
Perpajakan 2005 “Dengan Pajak Kita Wujudkan Kemandirian Bangsa” (Jakarta: 
Panitia Lomba Karya Tulis Perpajakan, 2005) hal. 78 

22 http://www.anggaran.kemenkeu.go.id ; diakses pada tanggal 14 Agustus 2019, pkl 
13.00 WIB. 



 

 8 

 
 
       Berikut adalah tabel 1.1 dan gambar 1.1 yang memuat Laporan 

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), di mana menunjukan peranan 

penting pajak dalam penerimaan Negara. 
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Gambar 1.1  

Grafik Penerimaan Negara dalam APBN 

 

(Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 - 2017) 

 

       Berdasarkan uraian data penerimaan Negara di atas yang diambil 

untuk periode 2013 sampai dengan 2017 melalui data Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diaudit, terlihat bahwa pajak 

memiliki peranan dominan dalam pembiayaan belanja Negara karena 

sebagian besar persentase penerimaan Negara diperoleh dari iuran pajak 

yang dibayarkan masyarakat.  

       Pada Tabel 1.1, menunjukkan bahwa dalam realisasi LKPP, 

penerimaan perpajakan setiap tahun mencapai 70% (tujuh puluh persen) 

hingga 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan penerimaan 

Negara. Setiap tahunnya, realisasi penerimaan perpajakan juga 
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mengalami kenaikan dan selalu mendominasi penerimaan Negara dalam 

LKPP.    

       Penerimaan perpajakan menurut APBN adalah penerimaan yang 

dipungut oleh Dirjen Pajak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM), Bea Materai, dan PBB sektor Pertambangan, Perhutanan dan 

Perkebunan. Sedangkan penerimaan yang dipungut oleh Bea dan Cukai 

meliputi Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai. 

       Adanya keberhasilan peningkatan penerimaan perpajakan dalam 

negeri tentu didorong oleh beberapa faktor yang mendukung seperti:23 

a) Pemerintah; sebagai pelaksana. Hal yang perlu mendapat perhatian 

adalah tentang policy atau kebijakan yang akan digariskan organisasi 

dan pejabat-pejabatnya.  

b) Wajib pajak; dengan cara mensosialisasikan berapa penghitungan 

pajak bagi kehidupan bernegara. Hal ini sebagai langkah untuk 

mendorong terciptanya disiplin pajak. Selain itu dibutuhkan juga 

kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam membentuk iklim 

disiplin pajak. 

c) Law enforcement (penegakkan hukum); adanya sanksi terhadap 

pelanggaran ketentuan perundang-undangan pajak, seperti adanya 

lembaga, surat paksa, sita, lelang, dan sandera. 

 

 

23 Wiratni Ahmadi, Loc. Cit. 
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d) Pengawasan; hal ini menjadi unsur penting dalam menciptakan 

keberlangsungan kebijakan pajak, baik dari sisi penyelenggaraan 

pajak oleh aparatur perpajakan maupun wajib pajak. 

e) Pengadilan; termasuk upaya hukum yang diberikan kepada wajib 

pajak untuk mencari keadilan melalui penyelesaian sengketa di 

pengadilan pajak. 

 
Terkait point pertama di atas mengenai kebijakan, salah satu 

kebijakan Pemerintah yang disahkan pada Juni 2016 yang disebut dengan 

istilah tax amnesty atau pengampunan pajak. Kebijakan yang dinilai 

memberikan keringanan kepada wajib pajak untuk melaporkan pajak 

mereka yang belum dilaporkan atau disetor dengan membebaskan sanksi 

administrasi perpajakan sesuai ketentuan dan memberikan tarif khusus 

untuk “menebus” asetnya ini disahkan melalui Undang – Undang Nomor 

11 Tahun 2016.  

       Sebagaimana yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 11 

Tahun 2016, kebijakan berupa pengampunan pajak yg dimaksud adalah 

penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi 

administrasi perpajakan dan saksi pidana perpajakan, dengan cara 

mengungkap Harta dan membayar uang tebusan sebagaimana yang 

diatur dalam Undang – Undang ini.24 

 

 

24 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, Pasal 1 
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       Dari aspek perpajakan, kebijakan program pengampunan pajak 

tersebut merupakan upaya Pemerintah dalam mengajak wajib pajak 

untuk segera melaporkan aset mereka yang belum dilaporkan sehingga 

dapat mengumpulkan pendapatan Negara berdasarkan harta yang 

disampaikan wajib pajak.25 

       Kebijakan ini disambut baik oleh wajib pajak yang memang 

memiliki kepentingan melalui program ini, karena memberikan 

keuntungan bagi mereka berupa pembebasan sanksi administrasi dan 

sanksi pidana atas aset yang masih belum dilaporkan pada tahun pajak 

sebelumnya. Kebijakan ini membuktikan bahwa Pemerintah terus 

melakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

dalam kewajibannya membayar pajak kepada Negara. 

       Berkaitan dengan perubahan paradigma pajak pusat, penerimaan 

pajak diprioritaskan untuk membiayai pelayanan pada wajib pajak.26 

Sama halnya dengan perubahan paradigma pajak daerah di mana 

penerimaan pajak daerah diprioritaskan untuk membiayai sektor pajak 

yang bersangkutan.27 Hal ini didorong dengan alasan dukungan terhadap 

otonomi daerah.  

       Makna dari otonomi daerah itu sendiri yaitu : (1) kemandirian untuk 

mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintah yang - 

 

25 Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, Tax Amnesty Itu Mudah (Jakarta: Visimedia, 
2016) hal. 4 

26 Djamaluddin Gade dan Muhammad Gade, Op. Cit., hal. 19 
27 Ibid. hal. 18 
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diserahkan kepada daerah (pasal 18 UUD 1945); dan (2) mendekatkan 

pelayanan kepada masyarakat lokal melalui pemerintah daerah.28 

Adapun penelitian ini dibatasi hanya sebatas pembahasan pajak pusat 

yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang memang dapat diajukan 

permohonan restitusi.  

       Berbicara mengenai sistem pajak di Indonesia, sistem perpajakan di 

Indonesia berlaku sejak awal Januari 1984 dengan menggunakan Undang 

– Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan sebagai dasar peraturannya. Undang – Undang ini telah 

mengalami perubahan hingga saat ini diberlakukan perubahan keempat 

atas Undang – Undang tersebut.29 

          Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, terjadi perubahan 

sistem perpajakan dari official assessment menjadi self assessment 

melalui mekanisme laporan Surat Pemberitahuan (SPT). Perubahan 

sistem ini diberlakukan untuk pajak pusat yang didorong karena kondisi 

masyarakat Indonesia yang semakin berkembang seiring dengan 

perekonomian negara sehingga Pemerintah tidak mampu memberikan - 

 

 

 

28 Ibid. hal. 49 
29 Undang – Undang No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang – Undang No. 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 
    Undang – Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang – 

Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 
    Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – 

Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 
    Undang – Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang – 

Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 
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pelayanan dalam penghitungan pajak masing-masing rakyatnya yang 

semakin besar kuantitasnya. 

       Kondisi ini yang akhirnya mendorong negara memberikan 

kepercayaan kepada rakyat untuk beralih ke sistem self assessment. 

Dasar filosofis dan sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini 

berbeda dengan pada masa pemerintahan kuno.30 Sistem perpajakan saat 

ini didasarkan pada perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran 

serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama 

melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan 

negara dan pembangunan nasional.31 

       Filosofis ini merupakan ciri dari sistem self assessment. Adapun 

perbedaan ciri antara official assessment dengan self assessment ini 

sebagai berikut :32 

 

Pada sistem official assessment prinsip yang dianut adalah : 

a) Tanggung jawab pemungutan pajak terletak sepenuhnya pada 

penguasa pemerintahan seperti yang tercermin dalam sistem 

penetapan pajak yang keseluruhannya menjadi wewenang 

administrasi perpajakan. 

 

30 Imam Soebechi, Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2016)  hal. 103 

31 Ibid. 
32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara  

Perpajakan, Bagian Pembuka Undang – Undang. 
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b) Pelaksanaan kewajiban perpajakan, dalam banyak hal sangat 

tergantung dari pelaksanaan administrasi perpajakan yang dilakukan 

oleh aparat perpajakan, hal mana mengakibatkan anggota 

masyarakat wajib pajak kurang mendapat pembinaan dan bimbingan 

terhadap kewajiban perpajakan dan kurang ikut berperan serta dalam 

memikul beban negara dalam mempertahankan kelangsungan 

pembangunan nasional. 

 
Sedangkan pada sistem self assessment prinsip yang dianut adalah : 

a) Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian 

kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan 

bersama – sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang 

diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 

b) Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai 

pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota 

masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat 

perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan 

pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang 

digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. 

c) Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat 

melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem 

menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang 
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terutang, sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi 

perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapih 

terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota 

masyarakat wajib pajak. 

 

       Terlihat perbedaan dari kedua sistem di atas dalam pemberian 

tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajaknya ke Negara. 

Menghitung pajak dimaksudkan bahwa kita sebagai wajib pajak dapat 

menghitung pajak kita sendiri yang terutang dalam suatu masa atau 

periode.  

       Memperhitungkan pajak dimaksudkan bahwa kita sebagai wajib 

pajak yang memungut pajak diberikan wewenang untuk menghitung 

pajak yang dipungut dari wajib pajak lain. Dan melaporkan pajak 

dimaksudkan kita sebagai wajib pajak dapat melaporkan pajak kita 

sendiri ke kantor pajak setempat atau kantor pajak yang telah ditentukan.  

       Perbedaan yang tidak kalah penting antara official assessment dan 

self assessment yaitu saat timbulnya pajak terutang bagi wajib pajak. Jika 

official assessment akan timbul pajak terutang saat Pemerintah 

menerapkan Surat Ketetapan Pajak. Sementara pada self assessment akan 

timbul pajak terutang ketika wajib pajak melakukan pengisian SPT 

(Surat Pemberitahuan) yang merupakan mekanisme dari sistem self 

assessment itu sendiri. Mengenai SPT akan dibahas selanjutnya. 



 

 18 

       Dengan kata lain, pajak terutang pada sistem self assessment berada 

pada tanggung jawab wajib pajak bersangkutan ketika melakukan 

pengisian SPT. Hal ini sesuai dengan prinsip sistem self assessment yang 

memang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk 

menyelesaikan kewajiban perpajakannya sendiri. Namun ketika timbul 

kecurigaan Pemerintah terhadap pengisian SPT wajib pajak, maka 

Pemerintah berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan SPT 

dan dokumen terkait milik wajib pajak tersebut.        

       Dalam sistem self assessment ini Negara lebih memberikan 

kepercayaan kepada wajib pajak untuk bertanggung jawab penuh atas 

harta yang dimiliki dengan pajak yang dilaporkan. Dengan demikian, 

penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib 

pajak sendiri.33 Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan penulis pada 

bagian sebelumnya. Namun bagaimanapun, sistem self assessment ini 

tetap memiliki kelemahan dan menimbulkan masalah tersendiri bagi 

wajib pajak dan juga bagi negara. 

       Menurut Dirjen Pajak dari hasil pemeriksaan pajak selama ini 

tersimpul kenyataan bahwa jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak 

selalu kurang bila dibandingkan dengan kewajiban yang seharusnya dan 

sebenarnya.34 Dari sanalah dinilainya bahwa sistem self assessment yang 

diperlakukan sejak tax reform tahun 1983 sudah mulai disalah gunakan.35 

 

 

33 Imam Soebechi, Op.Cit., hal. 123 
34 Djamaluddin Gade dan Muhammad Gade, Op. Cit., hal. 23 
35 Ibid. 
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 Maka dari itu untuk mengatasi kecenderungan tersebut dilakukan 

pengawasan yang lebih intensif sebagai usaha penegakan hukum (law 

enforcement) agar proses dan pelaksanaan sistem self assessment 

tersebut tetap berada pada aturannya, baik secara Undang-Undang 

maupun peraturan lainnya.36 

       Penerapan sistem self assessment ini menggunakan mekanisme 

Surat Pemberitahuan (SPT) dalam pelaporannya. Mengenai SPT ini, 

setiap wajib pajak diwajibkan untuk: (1) mengisi SPT dengan benar, 

lengkap, dan jelas dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf 

Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan (2) menandatangani, 

serta (3) menyampaikannya ke kantor Dirjen Pajak tempat wajib pajak 

terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen 

Pajak.37 

       SPT merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk 

melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak 

dan/atau bukan objek pajak dan/ atau harta dan kewajiban, sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.38 SPT dapat 

dibedakan menjadi dua jenis yaitu:39 

 

 

36 Hardi, Pemeriksaan Pajak (Jakarta: Kharisma, 2003) hal. 3 
37 Jonker Sihombing. Op. Cit., hal. 47 
38 Hardijan Rusli, Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai (Tangerang: 

Universitas Pelita Harapan Press, 2009) hal. 60 
39 Jonker Sihombing. Loc. Cit. 
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1) SPT Masa, yaitu SPT yang dipergunakan wajib pajak untuk 

melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang 

terutang dalam satu masa pajak, atau pada suatu saat; dan 

2) SPT Tahunan, yaitu SPT yang dipergunakan wajib pajak untuk 

melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang 

dalam satu tahun pajak. 

 
 SPT mempunyai fungsi yang berbeda bagi Pengusaha Kena Pajak, 

wajib pajak Pajak Penghasilan, dan bagi pemotong atau pemungut 

pajak:40 

a) Bagi pemotong atau pemungut pajak. 

SPT merupakan sarana untuk melaporkan dan mempertanggung 

jawabkan pajak yang telah dipotong, dipungut, dan disetorkannya 

kepada negara dalam suatu tahun pajak. 

b) Bagi wajib pajak Pajak Penghasilan. 

• sarana untuk melaporkan atau mempertanggung jawabkan 

perhitungan jumlah pajak yang seharusnya terutang; 

• untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah 

dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pajak atau 

pemungutan pajak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun 

pajak; 

 

40 Ibid. 
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• untuk segera melaporkan pembayaran dari pemotong atau 

pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang 

pribadi atau  badan lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku. 

c) Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

• sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan 

perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

Barang Mewah yang sebenarnya terutang; 

• untuk melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak 

keluaran; 

• untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah 

dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak 

lain dalam satu masa pajak, yang telah ditentukan oleh peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

 
       Dalam penyampaian menggunakan SPT, wajib pajak perlu 

memperhatikan beberapa hal dan syarat seperti di antaranya:41 

a) SPT harus ditanda tangani oleh Pengurus, apabila tidak ditanda 

tangani oleh Pengurus dianggap tidak disampaikan; 

b) SPT harus dilampiri dengan keterangan dan/atau dokumen yang 

wajib dilampirkan; 

 

41 Nuryadi Mulyodiwarno, Catatan Tentang Beberapa Hak dan Kewajiban Perpajakan 
– Suatu Telaah Atas Kebijakan Perpajakan Indonesia (Depok: PT. RajaGrafindo 
Persada, 2018) hal. 22 
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c) Dalam hal SPT tersebut menyatakan lebih bayar, harus disampaikan 

setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun 

pajak atau Tahun Pajak, dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis; 

d) SPT disampaikan sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan 

pemeriksaan atau menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. 

 

       Dalam mekanisme self assessment itu sendiri, umumnya ada tiga 

kemungkinan yang bisa dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT nya, 

yaitu perhitungan nihil, kurang bayar, dan lebih bayar. SPT nihil 

dimaksudkan SPT yang diperhitungkan sudah benar (atau balance) 

sehingga tidak diperlukan setor pajak. Kurang bayar merupakan posisi 

apabila sebagai hasil penghitungan pajak yang terutang dalam suatu 

tahun atau masa pajak lebih besar dari pajak yang telah dibayar.42 

       Hal ini menyebabkan wajib pajak diharuskan untuk melunasi sisa 

kurang bayar atas jumlah yang terhitung dalam SPT. Kewajiban 

pelunasan kurang bayar wajib dilunasi sebelum jatuh tempo masa pajak 

agar terhindar dari sanksi administrasi perpajakan berupa bunga sebesar 

2% (dua persen) per bulan. Berbeda dengan kondisi kurang bayar, 

kondisi lebih bayar pada perhitungan SPT wajib pajak tidak diperlukan 

kembali penyetoran atau pelunasan pajak ke Negara.  

 

 

 

42 Ibid.  hal. 20 
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        Posisi lebih bayar pada SPT merupakan kondisi di mana apabila dari 

hasil penghitungan pajak yang terutang dibandingkan dengan pajak yang 

telah dibayar menunjukkan adanya pajak yang lebih dibayar.43 Posisi 

lebih bayar ini biasanya terjadi pada perhitungan Pajak Penghasilan 

(PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  Namun sekali lagi dikatakan 

bahwa dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pungutan Dirjen 

Pajak pada jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berkenaan dengan hak 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk mengajukan permohonan 

pengembalian lebih bayar pajak (restitusi).  

       Yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 

pajak yang dipungut atas Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau 

Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam negeri.44 PPN merupakan pengganti dari 

Pajak Penjualan (PPn). Proses perubahan ini merupakan salah satu 

rangkaian perombakan sistem perpajakan nasional yang dikenal sebagai 

Tax Reform 1983.45 PPN menggantikan PPn di Indonesia karena PPN 

memiliki beberapa karakter positif yang tidak dimiliki oleh PPn.46 

Waluyo Daryadi mengatakan bahwa PPN diterapkan sebagai solusi dari 

pengenaan pajak berganda melalui Pajak Penjualan (PPn).47 

 

43 Ibid. 
44 Achmad Tjahjono dan Triyono Wahyudi, Perpajakan Indonesia: Pendekatan Soal  

Jawab dan Kasus (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005) hal. 3 
45 Untung Sukardji, Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2007 (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2007) hal. 1 
46 Ibid. 
47 Wawancara dengan Waluyo Daryadi, selaku Mantan Direktur PPN dan Pajak Tidak 

Langsung Lainnya, pada 5 Maret 2019. 
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       Salah satu karakter PPN ini adalah pajak tidak langsung (lihat 

gambar 1.2 pada halaman berikutnya). Sebagai pajak tidak langsung, 

dalam gambar 1.2 menggambarkan pengertian PPN ditinjau dari sudut 

ilmu hukum yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan 

pemikul beban pajak dengan kedudukan penanggung jawab pembayaran 

pajak ke kas negara pada pihak-pihak yang berbeda.48  

       Hal ini diperuntukkan melindungi pembeli atau penerima jasa kena 

pajak dari tindakan sewenang-wenang negara (pemerintah), di mana 

apabila penjual atau penerima JKP tidak memungut PPN dari pembeli 

atau penerima JKP, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual 

atau pengusaha JKP, bukan tanggung jawab pembeli atau penerima 

JKP.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber : Untung Sukardji, Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia Edisi 

Revisi 2007 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007) hal. 2 
 

 

48 Untung Sukardji, Pajak Pertambahan…Op. Cit., hal. 3 
49 Ibid. 
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       Negara atau pemerintah tidak dapat meminta pertanggung jawaban 

dari pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Demikian 

pula apabila pembeli atau penerima jasa sudah membayar PPN kepada 

penjual atau pengusaha jasa dan ternyata oleh penjual atau pengusaha 

jasa PPN tersebut tidak pernah dilaporkan kepada negara (pemerintah), 

maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual atau pengusaha 

jasa.50 Karena apabila pembeli atau penerima jasa sudah membayar PPN 

kepada penjual atau pengusaha jasa maka sama halnya dengan pembeli 

atau penerima jasa sudah membayar PPN tersebut ke kas negara.51 

       PPN dikenakan pada setiap tingkat mata rantai jalur produksi 

maupun jalur distribusi sebelum barang atau jasa tersebut sampai ke 

tangan konsumen.52 Meskipun demikian, pemungutan secara bertingkat 

ini tidak akan menimbulkan efek ganda (cascade effect) karena adanya 

metode perolehan kembali pajak yang telah dibayar (kredit pajak) oleh 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga persentase beban pajak yang 

dipikul oleh konsumen tetap sama dengan tarif pajak yang berlaku.53 

       Alan A. Tait dalam bukunya yang berjudul “Value Added Tax, 

International Practice and Problem” , menguraikan pengertian 

mengenai “nilai tambah” sebagai berikut :54 

 

50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Untung Sukardji, Pajak Pertambahan Nilai: Edisi Revisi 2015 (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2015) hal. 41 
53 Ibid. 
54 Alan A. Tait, Value Added Tax, International Practice and Problem, dalam Untung 

Sukardji, Pajak Pertambahan…2015…Op. Cit., hal. 41 



 

 26 

 

       “Value added is the value that a producer (whether a 
manufacturer, distributor, advertising agent, hairdresser, 
farmer, race horse trainer, or circus owner) add to his raw 
material or purchases (other than labor) before selling the 
new or improved product or service. That is, the inputs (the 
raw materials, transport, rent, advertising, and so on) a 
bought, people are paid wages to work on these inputs and, 
when the final goods or service is sold, some profit is left. So 
value added can be looked at from the additive side (wages 
plus profit) or form substructure side (output minus inputs).” 

 

Tidak setiap barang atau jasa yang diperjual belikan merupakan objek 

dari PPN ini. Objek pengenaan PPN sudah ditetapkan tersendiri dalam 

Ketentuan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1984 sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2000 adalah 

sebagai berikut:55 

• Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang 

diberlakukan oleh pengusaha; 

• Impor barang kena pajak; 

• Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam daerah 

pabean oleh pengusaha; 

• Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah 

pabean di dalam daerah pabean; 

• Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam 

daerah pabean. 

 
 

55 Achmad Tjahjono dan Triyono Wahyudi. Loc. Cit. 
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       Pengenaan PPN di Indonesia telah diberlakukan dengan 

menggunakan metode yang disebut dengan metode “pengkreditan”.56 

Dalam metode ini, dikenal adanya pajak yang dibayar pada saat 

perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan 

pajak yang dipungut pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa 

Kena Pajak.57 

       Pada saat membeli atau memperoleh Barang Kena Pajak atau Jasa 

Kena Pajak akan dipungut PPN oleh PKP penjual, bagi pembeli PPN 

yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak 

di muka dan disebut dengan Pajak Masukan.58 Pada saat menjual atau 

menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pihak lain 

wajib memungut PPN, dan bagi penjual PPN tersebut merupakan Pajak 

Keluaran.59 Sebagai bukti atas adanya transaksi yang memungut dan 

dipungut PPN tersebut kedua pihak yang bersangkutan wajib dan berhak 

menerbitkan atau memperoleh faktur pajak atas transaksinya.60 

       Dalam pengenaannya, tarif PPN yang dikenakan ada dua macam:61 

a) 10% untuk semua jenis penyerahan barang/jasa kena pajak kecuali 

ekspor. Jumlah ini kemudian dapat berubah sesuai yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah serendahnya sebesar 5% dan setinggi-

tingginya 15%; 

 

 

56 Untung Sukardji, Pajak Pertambahan…2015…Op. Cit., hal. 46 
57 Ibid. 
58 Mardiasmo, Perpajakan (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2009) hal. 284 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 Edy Suprianto, Hukum Pajak Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) hal. 43 
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b) 0% untuk penyerahan ekspor. Hal ini disebabkan tujuan Pemerintah 

untuk meningkatkan sumber devisa negara. 

 
       PPN yang sudah dibayar merupakan pajak masukan bagi pembeli 

BKP, atau penerima JKP, atau pengimpor BKP, atau pihak yang 

memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau pihak 

yang memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean yang berstatus PKP.62 

Pajak masukan yang dibayar oleh PKP dapat dikreditkan dengan pajak 

keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama.63 

       Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan 

dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan 

pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 

berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan 

sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.64 Tetapi jika sudah 

melampaui batas 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak maka 

Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan oleh PKP Pembeli. 

Dengan kata lain, Pajak Masukan yang diterbitkan memiliki Masa Pajak 

3 (tiga) bulan untuk dikreditkan sejak tanggal Pajak Masukan diterbitkan. 

       Dalam hal lebih bayar, kelebihan pembayaran Pajak Masukan pada 

suatu Masa Pajak dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :65 

 

 

62 Mardiasmo, Op. Cit., hal. 291 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 Untung Sukardji, Pajak Pertambahan…2015…Op. Cit., hal. 591 
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1. Jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak 

Keluaran, yang disebabkan: (a) pembelian BKP berupa barang 

modal yang dilakukan sebelum PKP mulai berproduksi sehingga 

belum melakukan penyerahan kena pajak; dan (b) karena belum 

melakukan penyerahan kena pajak, maka belum memiliki Pajak 

Keluaran, sementara itu Pajak Masukan yang dibayar sehubungan 

dengan perolehan barang modal relatif cukup besar, sehingga 

komposisi dalam SPT Masa PPN-nya jumlah Pajak Masukan pasti 

lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran (yang masih dalam 

posisi nihil). 

2. PKP memiliki kegiatan usaha ekspor. Kegiatan ekspor BKP 

berwujud atau BKP tidak berwujud atau JKP dikenai PPN dengan 

tariff 0% (nol persen) sehingga Pajak Keluaran yang dipungut 

adalah 0 (nol).  

3. Karena seluruh Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BKP 

atau JKP yang digunakan berhubungan langsung dengan kegiatan 

ekspor tersebut dapat dikreditkan, maka akan menghasilkan 

komposisi Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran. 

Hal ini disebabkan karena tarif untuk ekspor yang berlaku adalah 

0% (nol persen), sehingga akan mutlak menghasilkan Pajak 

Keluaran nol (0) bagi kegiatan ekspor. 
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4. PKP menyerahkan BKP atau JKP kepada pemungut PPN. 

Penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN, pajak yang 

terutang dipungut oleh pemungut PPN kemudian secara langsung 

disetor ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi tanpa 

diperhatikan bahwa PKP Rekanan memiliki Pajak Masukan yang 

dapat dikreditkan. Dalam point ini menguraikan mengenai 

kelalaian PKP pembeli terhadap adanya Pajak Masukan yang 

dimiliki untuk dapat dikreditkan. PKP Pembeli yang merupakan 

pemungut PPN langsung membayarkan pajak terutang miliknya 

melalui bank atau kantor pos dengan lalai tanpa memperhitungkan 

adanya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Sehingga pada saat 

PKP tersebut melaporkan Pajak Masukan dengan kondisi Pajak 

terutang atau Pajak Keluaran sudah dibayarkan terlebih dulu, maka 

akan timbul lebih bayar terhadap pengkreditan Pajak Masukan 

tersebut. 

5.   PKP menyerahkan BKP atau JKP yang memperoleh fasilitas PPN 

Tidak Dipungut. Dalam hal atas penyerahan BKP dan/ atau JKP 

memperoleh fasilitas PPN Tidak Dipungut berarti akan 

menghasilkan Pajak Keluaran dengan nilai “nihil”, sehingga Pajak 

Masukannya akan lebih besar daripada Pajak Keluaran. Dalam hal 

ini, PKP melakukan transaksi dengan PKP yang berstatus PPN 

tidak dipungut. Artinya, transaksi penyerahan BKP atau JKP 

tersebut akan menghasilkan Pajak Keluaran “nihil”, sehingga akan 
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menimbulkan nilai lebih bayar terhadap pengkreditan Pajak 

Masukan ketika nilai Pajak Keluaran tersebut “nihil”. 

     
       Terhadap adanya lebih bayar atas pajak, berdasarkan pada ketentuan 

yang dimuat dalam Undang-Undang Pajak Nasional, wajib pajak berhak 

melakukan kompensasi66 atas selisih kelebihan bayar tersebut untuk 

diperhitungkan dengan utang pajak pada Masa berikutnya atau 

mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak 

serta memperoleh kepastian terbitnya Surat Keputusan kelebihan 

Pembayaran Pajak.67  

       Hal ini ditetapkan dalam Undang – Undang Perpajakan mengenai 

hak dan kewajiban yang dimiliki wajib pajak.68 

66 Kompensasi kelebihan pembayaran Pajak Masukan untuk diperhitungkan dengan 
Pajak Keluaran pada Masa berikutnya mengandung dua macam pengertian, yaitu : (a) 
memasukkan kembali kelebihan pembayaran Pajak Masukan tersebut ke kas 
perusahaan dengan cara mengurangi jumlah Pajak Keluaran yang wajib disetor ke kas 
negara pada Masa Pajak berikutnya; dan (b) menunda pengembalian kelebihan Pajak 
Masukan, dalam hal komposisi dalam SPT Masa PPN Masa Pajak berikutnya selalu 
menunjukkan jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran, 
misalnya PKP dengan kegiatan usaha ekspor BKP berwujud atau ekspor BKP yang 
tergolong mewah, ekspor BKP tidak berwujud atau ekspor JKP. (Untung Sukardji. 
Untung Sukardji, Pajak Pertambahan…2015…Op. Cit., hal. 591) 

67 Salah satu hak yang dimiliki oleh wajib pajak adalah mengajukan permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan mendapat kepastian dalam terbitnya 
Surat Keputusan kelebihan Pembayaran Pajak. Kelebihan ini terjadi jika setelah 
diadakan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah pajak 
yang telah dibayar menunjukkan jumlah selisih lebih, dengan perkataan lain pajak 
yang telah dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang. Kelebihan ini dapat 
diminta oleh wajib pajak dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada 
Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Inspeksi Pajak setempat. Berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Keuangan RI No. 950/KMK.04/1983 ditegaskan bahwa Kepala 
Inspeksi Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atau 
pemeriksaan harus menerbitkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak 
(SKKPP) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya Surat 
Permohonan Wajib Pajak. 
H. Bohari, Pengantar Hukum Pajak (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1993) hal. 144 

68 Salah satu hak bagi wajib pajak yaitu hak untuk memperoleh kembali kelebihan 
pembayaran pajak.  

    Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak Edisi 1 (Jakarta: Salemba Empat, 
2001) hal. 89 
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Dalam mencapai keadilan dalam hukum pajak, hak para wajib pajak 

harus mendapat jaminan hukum agar mereka tidak diperlakukan 

sewenang-wenang oleh fiskus dan aparatnya.69 

       Sebagai peraturan pelaksanaan tata cara pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak yang diatur dalam Pasal 17 dan 17B Undang-Undang 

Ketentuan Umum Perpajakan, ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 72/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010, mulai diberlakukan 

tanggal 01 April 2010.70 Pada dasarnya PKP dapat mengajukan 

permohonan restitusi pada akhir tahun buku kecuali PKP melakukan 

kegiatan yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat (4b) Undang-Undang PPN 

1984.71 

       Permohonan restitusi dapat dilakukan oleh PKP dengan 

menggunakan:72 

a) SPT Masa PPN yang mencantumkan tanda permohonan 

pengembalian kelebihan pajak dengan cara mengisi kolom 

“Dikembalikan (restitusi)”; atau  

b) Surat Permohonan sendiri, apabila kolom “Dikembalikan (restitusi)” 

dalam SPT Masa PPN tidak diisi atau tidak dibubuhi tanda 

permohonan pengembalian kelebihan pajak. 

 
 

 

69 Eko Lasmana, Sistem Perpajakan di Indonesia (Jakarta: PT. Prima Kampus Grafika, 
1992) hal. 19 

70 Untung Sukardji, Pajak Pertambahan…2015…Op. Cit., hal. 601 
71 Ibid. 
72 Ibid. hal. 601-602 
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Surat Permohonan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak 

di tempat PKP dikukuhkan. Satu surat permohonan untuk satu Masa 

Pajak.73 Kemudian Surat permohonan restitusi pajak yang diterima oleh 

Kantor Pelayanan Pajak, diproses melalui penelitian atau pemeriksaan 

dengan kriteria sebagai berikut :74 

a) Penelitian dilakukan terhadap permohonan restitusi pajak yang 

diajukan oleh : 

1. PKP kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C 

Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan; 

2. PKP yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang Ketentuan Umum 

Perpajakan; 

3. PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 

(4c) Undang-Undang PPN 1984. 

b) Pemeriksaan dilakukan terhadap permohonan pengembalian 

kelebihan pajak yang diajukan oleh PKP selain yang dimaksud pada 

huruf a. 

 
       Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Ketentuan Umum 

Perpajakan (KUP) mengenai hak wajib pajak untuk mengajukan restitusi 

kepada negara, 

 

 

73 Ibid. hal. 602 
74 Ibid. 
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seharusnya point ini diikuti oleh kepastian bagi wajib pajak untuk 

memperoleh kelebihan pembayaran pajak sesuai yang telah disetorkan.  

        Dengan kata lain, pengajuan pengembalian pajak yang mengalami 

lebih bayar membutuhkan beberapa prosedur hingga permohonan 

pengembalian disetujui oleh Negara. Pengisian formulir pengajuan 

restitusi yang memakan waktu dan mempersulit wajib pajak merupakan 

salah satu tahapan dalam prosedur ini.  

       Selanjutnya, dalam pengajuan pengembalian lebih bayar pajak, juga 

biasanya akan diadakan pemeriksaan pajak oleh fiskus, hal ini 

menyebabkan sebagian besar wajib pajak mempertimbangkan 

keinginannya untuk melakukan pengajuan pengembalian pajak. 

Pemeriksaan di bidang pajak ini berbeda dengan pemeriksaan yang 

dilakukan oleh akuntan publik terhadap laporan keuangan (financial 

audit)75, pemeriksaan operasional (operational audit), maupun program 

audit.76 

 

 

75 “Pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik merupakan 
kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah data atau bukti-bukti yang dapat 
membantu akuntan publik untuk memberikan opini atas kesesuaian informasi 
kuantitatif dalam laporan keuangan suatu Wajib Pajak berdasarkan kriteria atau 
asersi yang telah ditetapkan.” 
Y. Sri Pudyatmoko, Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak (Jakarta: 
Salemba Empat, 2007) hal. 61 

76 Pemeriksaan Operasional (Operational Audit) berarti pemeriksaan di tempat objek 
pemeriksaan (di tempat instansi yang harus diperiksa) termasuk pemeriksaan 
dokumen, buku-buku dan sebagainya. 
Program Audit berarti suatu pemeriksaan yang dimaksudkan untuk menilai hasil 
suatu kegiatan atau usaha. 
H. Bohari, Pengawasan Keuangan Negara (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 
1995) hal. 75 
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       Pemeriksaan yang dimaksud adalah serangkaian kegiatan untuk 

mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk 

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.77  

       Pemeriksaan pajak dilakukan dengan tujuan utamanya untuk 

menguji dan mendorong wajib pajak agar memenuhi kewajiban 

perpajakannya (tax compliance) dengan berprinsip pada persamaan 

perlakuan atas semua wajib pajak (equal treatment).78 Pemeriksaan pajak 

dapat dilakukan terhadap beberapa jenis pajak, di antaranya :79 

a) SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26; 

b) SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 

c) SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26; 

d) SPT Masa Pajak Pasal 25; 

e)  SPT Penghasilan Pasal 4 ayat (2); 

f) SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 15; 

g) SPT Masa PPN; 

h) SPT PPN Bagi Pemungut; 

i) SPT Masa PPN bagi PKP Pedagang Eceran yang menggunakan nilai 

lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak; 

 
77 Ali Purwito M dan Rukiah Komariah, Pengadilan Pajak : Proses Keberatan dan 

Banding (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007) hal. 30 
78 Ibid. 
79 Ibid. hal. 31 
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j) SPT Masa PPn/BM; 

k) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan; 

l) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diijinkan 

menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata 

uang dollar Amerika Serikat; 

m) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi; 

n) SPT Tahunan PPh Pasal 21. 

 

       Melihat jenis pajak di atas, tidak semua jenis pajak dapat dilakukan 

pemeriksaan, hanya jenis pajak tertentu yang akan dilakukan 

pemeriksaan oleh fiskus. Pemeriksaan pajak ini juga memiliki jenis 

ruang lingkupnya sendiri dalam pelaksanaannya yang terdiri dari:80 

• Pemeriksaan lengkap adalah pemeriksaan yang dilakukan di 

tempat wajib pajak meliputi seluruh jenis pajak, dan/atau tujuan 

lain baik tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang 

dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang 

lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya. 

• Pemeriksaan sederhana lapangan adalah pemeriksaan pajak 

meliputi seluruh jenis pajak dan/atau tujuan lain baik tahun 

berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan 

menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan 

kedalaman yang sederhana. 

 

80 Erly Suandy, Hukum Pajak (Jakarta: Salemba Empat, 2000) hal. 128 
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• Pemeriksaan sederhana kantor adalah pemeriksaan pajak 

meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan dan/atau tahun-

tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-

teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. 

 
       Selain prosedur pemeriksaan, dalam 198/PMK.03/2013 juga 

disebutkan persyaratan wajib pajak yang diutamakan untuk melakukan 

pengajuan pengembalian pajak. Prosedur pemeriksaan pajak yang 

dilakukan fiskus diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana 

telah diubah beberapa kali hingga terakhir dengan Undang – Undang No. 

28 Tahun 2007. Berikut bunyi dari pasal 17 Undang – Undang No. 28 

Tahun 2007 :81 

Pasal 17 : 82 

(1) “Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, 
menerbitkan Surat Ketetapan Lebih Bayar apabila jumlah 
kredit pajak atau jumlah yang dibayar lebih besar daripada 
jumlah pajak yang terutang.” 

 
81 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang  Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 
Pasal 17 

82  Pasal ini telah mengalami perubahan. Sebelumnya dalam Undang – Undang Nomor 
6 Tahun 1983 Pasal 17 berbunyi:  
(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atau pemeriksaan, 

menerbitkan : (a) Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak dalam jangka 
waktu paling lama dua belas bulan sejak diterima surat permohonan, apabila 
jumlah pajak yang dibayar atau jumlah pajak penghasilan yang dipotong atau 
dipungut lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan 
pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; (b) Surat Pemberitaan, 
apabila jumlah pajak yang dibayar atau jumlah pajak penghasilan yang dipotong 
atau dipungut sama dengan jumlah pajak terutang. 

(2) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 
a Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan 
kelebihan pembayaran pajak tersebut dianggap dikabulkan. 
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(2) “Berdasarkan permohonan wajib pajak, Direktur Jenderal 
Pajak, setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, 
menerbitkan Surat Ketetapan Lebih Bayar apabila terdapat 
pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang 
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan.” 

(3) “Surat Ketetapan Lebih Bayar masih dapat diterbitkan lagi 
apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau data baru 
ternyata pajak yang lebih bayar jumlahnya lebih besar 
daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah 
ditetapkan.” 

 
 

       Berdasarkan bunyi Pasal 17 diatas mengenai mekanisme  

pemeriksaan pajak dalam pengajuan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak, dijelaskan pada pasal 17C ayat (5) 83 dan 17D ayat (5) 

bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak 

memungkinkan adanya hasil kurang bayar yang mengakibatkan 

pengenaan sanksi administrasi berupa denda 100% yang dapat 

membebani wajib pajak dengan beberapa kemungkinan, seperti:84 

a) Hasil pemeriksaan perpajakan, kemungkinan akan menyebabkan 

wajib pajak atau pengguna jasa kepabeanan atau pabrikan merasa 

terbebani dan akan mengalami kesulitan likuiditas dan sangat 

mempengaruhi jalan perusahaan; 

 

83 Pasal 17C ayat (5) : 
“Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah 
kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 
100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.” 

   Pasal 17D ayat (5) : 
Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur 
Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah pajak yang 
kurang bayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% 
(seratus persen). 

84 Ali Purwanto M dan Rukiah Komariah, Op. Cit., hal. 34 



 

 39 

 

b) Wajib pajak merasa sudah membuat laporan yang benar, lengkap, 

dan jelas, sehingga tidak terdapat alasan bagi fiskus untuk 

mengenakan koreksi dan menerapkan sanksi administrasi; 

c) Tidak jelasnya alasan atau pertimbangan dari fiskus dalam 

menghitung dan menetapkan pajak-pajak yang masih terutang atau 

penetapannya hanya berdasarkan perkiraan dari pemeriksa; 

d) Wajib pajak memandang bahwa penetapan pejabat perpajakan 

cenderung menggunakan kewenangan yang diberikan oleh undang – 

undang “tidak pada tempatnya”, sehingga timbul anggapan bahwa 

pejabat telah melakukan perbuatan “penyalahgunaan wewenang” 

atau “semena-mena” 

e) Wajib pajak menganggap bahwa keputusan fiskus sebagai cacat 

hukum. 

 

 

       Beberapa kemungkinan di atas menyebabkan adanya ketidakpastian 

bagi wajib pajak untuk dapat memperoleh pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak dari negara. Jika melihat sistem self assessment 

sendiri yang telah diterapkan pemerintah kepada wajib pajak, seharusnya 

pada saat pengajuan pengembalian pajak tidak diperlukan dilakukan 

pemeriksaan terhadap wajib pajak yang bersangkutan.  

       Seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, hal ini 

dikarenakan makna dari sistem self assessment yang memang 

memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung 
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hingga menyetorkan pajaknya sendiri ke Negara. Sehingga sudah 

seharusnya pemerintah mempercayakan penuh atas setiap hasil 

perhitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, baik itu pernyataan 

nihil, kurang bayar, maupun lebih bayar.  

       Keberadaan sistem pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus diduga 

merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan wajib pajak enggan 

untuk mengajukan restitusi. Adapun keputusan pengadilan yang 

ditetapkan ini bersifat inkracht  atau biasa disebut berkekuatan hukum 

tetap.85 Karena pada dasarnya ketika restitusi diterima dan dikabulkan 

oleh pengadilan pajak, dengan demikian Negara berkewajiban 

membayar jumlah restitusi yang diajukan oleh wajib pajak.  

       Sulitnya pengajuan restitusi juga dilatar belakangi oleh adanya kasus 

mengenai faktur pajak fiktif yang telah banyak merugikan keuangan 

Negara. Beberapa putusan pengadilan pajak mengenai hal ini 

membuktikan bahwa kasus faktur pajak fiktif yang dilakukan wajib pajak 

sering terjadi di lapangan dan menyebabkan adanya koreksi dari fiskus 

pada saat pemeriksaan pajak. Pada Bab IV akan diuraikan beberapa 

contoh putusan ini. Istilah faktur pajak fiktif dikenal pula sebagai faktur 

pajak yang tidak sah.86  

 

85 Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, yang 
dimaksud dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap 
adalah: 

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi 
dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; 

2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang 
ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; 

3. Putusan kasasi. 
86 www.bppk.kemenkeu.go.id diakses pada 23 Maret 2018 pkl. 22.45 
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Yang dimaksud dengan faktur pajak fiktif itu sendiri adalah : 

• Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE – 29/PJ.53/2003 :87 

(a) faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 

(b) faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha dengan 

menggunakan nama, NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP orang 

pribadi atau badan lain. 

(c) faktur pajak yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak yang 

tidak diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak penerbit. 

• Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 132/PJ/2010 :88 

(a)   faktur pajak yang tidak berdasar transaksi yang sebenarnya, dan  

(b) faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.  

(d) faktur pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Pasal 13 

ayat (5) UU PPN, tetapi secara material tidak terpenuhi yaitu 

tidak ada penyerahan barang dan/atau uang atau barang tidak 

diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada Faktur 

Pajak.  

(e) faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang 

identitasnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

 
 

87 www.ortax.org diakses pada 23 Maret 2018 pkl 23.25 
88 www.bppk.kemenkeu.go.id diakses pada 23 Maret 2018 pkl. 22.45 
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       Kasus faktur pajak fiktif ini telah merugikan negara dalam dua 

bentuk.89 Kerugian yang pertama, dengan mengkreditkan faktur pajak 

yang tidak sah atau fiktif, pelaku dapat mengurangi besarnya pajak yang 

harus disetorkan ke kas negara. Dan kerugian yang kedua, kerugian dapat 

terjadi ketika pelaku dapat melakukan restitusi dari negara menggunakan 

faktur pajak fiktif tersebut.90 

       Modus kasus faktur pajak fiktif ini adalah dengan mengkreditkan 

faktur pajak masukan dengan bukti lembar faktur pajak fiktif, yang mana 

bukan berdasarkan transaksi sebenarnya dalam SPT Masa PPN. Faktur 

pajak fiktif ini biasanya diperoleh dari pihak lain yang memang sengaja 

memperjual belikan faktur pajak fiktif kepada PKP. Terjadinya kasus 

atau kecurangan seperti faktur pajak fiktif ini memberikan dampak yang 

cukup besar bagi pengajuan restitusi yang dilakukan oleh wajib pajak 

yang memang memiliki lebih bayar dalam laporan SPTnya. 

       Pengajuan restitusi yang menjadi salah satu modus kecurangan 

wajib pajak dalam hal telah mengkreditkan faktur pajak fiktif dalam 

perhitungan SPTnya sehingga menyebabkan lebih bayar yang telah 

merugikan negara menjadikan adanya sistem pemeriksaan yang 

memakan waktu berlarut-larut demi meminimalisir terjadinya kasus 

faktur pajak fiktif ini.  

 

 

89 www.bppk.kemenkeu.go.id diakses pada 23 Maret 2018 pkl. 23.40 
90 Ibid. 
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Pemeriksaan ini merupakan salah satu bentuk pengawasan dan 

pembinaan terhadap wajib pajak atas kepatuhannya terhadap peraturan 

perpajakan.91 

       Keadaan inilah yang menjadi pertimbangan untuk menerima putusan 

restitusi tersebut dikabulkan. Sehingga ketika putusan pengadilan telah 

menolak restitusi yang diajukan wajib pajak, maka tidak ada proses lebih 

lanjut seperti banding atau Peninjauan Kembali (PK) untuk 

mempertahankan kasus tersebut. Hal ini dikarenakan keuangan Negara 

sangat diawasi oleh BPK dan tertuang dalam Undang-Undang No. 17 

tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  

       Dalam amandemen tersebut telah disebutkan mengenai resiko bagi 

mereka yang menyebabkan kerugian Negara secara langsung maupun 

tidak langsung. 

Berikut bunyi pasal 35 ayat (1) dari UU tersebut: 92 

 “Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara 
yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik 
langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara 
diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.” 
 

91 Hardi, Loc. Cit. 
92 Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
   Pasal 35 ayat (2): 

“Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau 
menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara 
yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa 
Keuangan.” 
Pasal 35 ayat (3): 
“Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara 
pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.” 
Pasal 35 ayat (4): 
“Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam Undang – 
Undang mengenai perbendaharaan negara.” 
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       Sanksi yang tertera sebagaimana dalam amandemen di atas 

merupakan salah satu faktor mengapa putusan pengadilan mengenai 

kasus restitusi ini bersifat inkracht. Untuk itulah dapat dikatakan bahwa 

sebagian besar kasus terkait restitusi tidak dapat berpihak kepada wajib 

pajak.  

       Mengingat pada mekanisme pemeriksaan dan beberapa studi kasus 

yang telah ada mengenai permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak (restitusi), keadilan dan kepastian hukum sulit untuk 

dirasakan oleh wajib pajak. Dalam hal ini keadilan dan kepastian 

mengenai dikabulkannya permohonan restitusi oleh negara (pemerintah). 

Sementara lebih bayar ini merupakan hasil dari sistem self assessment 

yang telah ditetapkan perundang-undangan. 

       Mekanisme pemeriksaan hanya dilakukan bagi wajib pajak yang 

mengalami lebih bayar pada laporan SPT nya. Kondisi ini 

mempertanyakan apakah masih ada keadilan hukum bagi wajib pajak 

yang mengalami lebih bayar untuk mengajukan restitusi. Permasalahan 

ini yang menjadi topik dalam penelitian.  

       Karena bagaimanapun hukum dibuat dengan 3 (tiga) unsur di 

dalamnya, yaitu ketertiban, kepastian, dan keadilan. Di mana keadilan 

adalah inti atau hakikat hukum yang sebenarnya dan keadilan tidak dapat 

dirumuskan secara matematis, yaitu dikatakan adil apabila seseorang 

mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain.93  

 

93 Muhammad Junaidi, Keadilan Pemulihan Bagi Subjek Hukum Dalam Perspektif 
Hukum Progresif (Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2015) hal.308 
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Indonesia sebagai negara yang menjujung tinggi keadilan mempunyai 

kewajiban untuk menegakkan hukum sesuai dengan prinsip keadilan.94 

       

1.2 RUMUSAN PERMASALAHAN 

       Berdasarkan pada bagian latar belakang sebelumnya, berikut 

rumusan permasalahan yang ditarik penulis dalam topik ini. 

1. Bagaimana pengaturan prosedur restitusi atas pajak lebih bayar di 

Indonesia? 

2. Bagaimana implementasi terhadap pengaturan restitusi atas pajak 

lebih bayar di Indonesia? 

3. Bagaimana mekanisme yang ideal bagi wajib pajak dalam 

melakukan pengajuan restitusi atas pajak lebih bayar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

       Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis prosedur pemeriksaan 

yang sedang diterapkan dan berjalan saat ini. 

2. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mekanisme perhitungan, 

pembayaran, dan pelaporan perpajakan yang berjalan saat ini. 

3. Terkait dengan point sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk 

menggagas bentuk pengaturan atau kebijakan baru yang ideal atau 

mencerminkan keadilan dalam perbaikan mekanisme perpajakan. 

 

94 E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia Cetakan Kesebelas (Jakarta: Sinar 
Harapan, 1989) hal. 11 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Dengan dilakukannya penelitian ini, terdapat beberapa manfaat 

yang dapat diperoleh sebagaimana harapan dari penulis, seperti di 

antaranya: 

1. Manfaat Teoriritis. 

Melalui penelitian ini, diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan 

sebagai literatur bagi peneliti lainnya yang akan melakukan 

penelitian dengan topik serupa, dan juga dapat bermanfaat dalam 

bidang akademik untuk memperluas wawasan mengenai perpajakan. 

2. Manfaat Praktis. 

Untuk manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi 

rujukan bagi aparatur perpajakan untuk melakukan pengembangan 

sistem administrasi perpajakan Indonesia agar lebih efisien dan 

efektif, dan juga dapat membuka wawasan wajib pajak terhadap hal-

hal mengenai perpajakan. 

 

1.5      Orisinalitas Penelitian 

 Untuk menguji serta membuktikan keaslian atau orisinalitas dari 

penelitian ini, maka pada bagian ini penulis bermaksud untuk 

membandingkan disertasi ini dengan disertasi perpajakan dari beberapa 

universitas yang telah dipublikasikan. 
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       Disertasi perpajakan yang pertama oleh Edy Gunawan dengan judul 

Keadilan Bagi Wajib Pajak Yang Patuh Pasca Berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dari 

Universitas Pelita Harapan. Dalam disertasinya, Edy lebih menekankan 

keadilan kepada wajib pajak patuh terhadap adanya kebijakan peraturan 

mengenai pengampunan pajak atau tax amnesty yang diatur dalam UU 

Nomor 1 Tahun 2016.95 

       Keadilan dimaksudkan kepada wajib pajak patuh yang tidak 

mendapatkan imbalan atau hadiah sebagaimana Edy mempersepsikan 

kebijakan tax amnesty tersebut sebagai hadiah bagi wajib pajak yang 

tidak patuh. Jika dibandingkan dengan disertasi ini, penulis melihat 

perbedaan di mana disertasi ini menekankan keadilan kepada wajib pajak 

patuh dalam rangka mengajukan restitusi atas kelebihan pembayaran 

pajak. Terlihat jelas adanya perbedaan antara disertasi oleh Edy 

Gunawan dengan disertasi ini melalui sisi objek keadilan wajib pajak. 

       Selanjutnya disertasi perpajakan lainnya oleh Ning Rahayu yang 

berjudul Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Foreign 

Direct Investment Yang Berbentuk Subsidiary Company (PT. PMA) Di 

Indonesia (Suatu Kajian Tentang Kebijakan Anti Tax Avoidance) dari 

Universitas Indonesia.  

 

 

95 Edy Gunawan, Keadilan Bagi Wajib Pajak Yang Patuh Pasca Berlakunya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Jakarta: Universitas 
Pelita Harapan, 2017) 
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       Dalam disertasinya, Ning Rahayu lebih mengidentifikasikan praktik 

penghindaran pajak (tax avoidance) seperti transfer pricing melalui 

transaksi inter company yang umumnya dilakukan oleh PT. PMA di 

Indonesia.96 Melihat garis besar disertasi ini, penulis sudah dapat 

menemukan perbedaan dengan disertasi milik Ning Rahayu. Perbedaan 

dengan disertasi ini jelas terlihat pada topik utama perpajakan yang 

dibahas. Jika Ning Rahayu menekankan kepada praktik tax avoidance, 

di sini penulis menekankan lebih kepada restitusi PPN yang dilakukan 

oleh wajib pajak. 

        Lebih dari itu, disertasi perpajakan lain dengan judul Penerapan 

Asas Efisiensi Dalam Pengaturan dan Pemungutan Pajak di Indonesia 

(Studi Atas Pengaturan Pemungutan Pajak Penghasilan Berdasarkan 

Peraturan di Bawah Undang-Undang Tahun 1984 – 2006) oleh 

Muhamad Riza Fahlevi dari Universitas Indonesia.  

       Melihat dari judul disertasi tersebut sudah dapat dilihat 

perbedaannya dengan disertasi ini. Jika disertasi perpajakan milik 

Muhamad Riza Fahlevi membahas mengenai pengaturan Pajak 

Penghasilan, dalam disertasi ini penulis membahas mengenai pengaturan 

Pajak Pertambahan Nilai dan peraturan terkait lainnya seperti pengaturan 

restitusi PPN.97 

 

96 Ning Rahayu, Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Foreign Direct 
Investment Yang Berbentuk Subsidiary Company (PT. PMA) Di Indonesia - Suatu 
Kajian Tentang Kebijakan Anti Tax Avoidance (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008) 

97 Muhamad Riza Fahlevi, Penerapan Asas Efisiensi Dalam Pengaturan Dan 
Pemungutan Pajak di Indonesia – Studi Atas Pengaturan Pemungutan Pajak 
Penghasilan Berdasarkan Peraturan di Bawah Undang-Undang Tahun 1984-2006 
(Jakarta: Universitas Indonesia, 2009) 
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       Berdasarkan beberapa disertasi perpajakan di atas, dapat 

disimpulkan dan dipastikan bahwa disertasi ini hingga saat ini belum 

ditemukan penelitian terdahulu terkait topik perpajakan serta 

permasalahan yang sama.  

 

1.6     Sistematika Penulisan 

        Dalam penelitian ini, penulis menguraikan penelitian secara 

sistematis dengan harapan para pembaca lebih mudah memahami isi dari 

penelitian. Berikut sistematika penelitian tersebut secara garis besar yang 

terbagi menjadi 5 (lima) bab: 

a) Bab I : Pendahuluan 

Pada Bab I ini, penulis akan menguraikan latar belakang 

permasalahan dalam penelitian dan perumusan masalah yang 

digunakan sebagai pokok permasalahan dari penelitian. Sedikit 

uraian mengenai tujuan dan manfaat penelitian juga dijelaskan 

penulis agar pembaca bisa mengetahui tujuan dan manfaat 

penelitian. 

b) Bab II : Tinjauan Pustaka 

Pada Bab II ini, penulis akan menguraikan teori dan konsep yang 

digunakan dalam membedah masalah penelitian ini. Beberapa 

sumber pustaka terkait teori tersebut akan digunakan sebagai 

referensi penelitian ini. 
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c) Bab III : Metodologi Penelitian 

Pada Bab III penulis akan menjelaskan mengenai metode penelitian 

hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Mulai dari jenis 

penelitian hukum hingga data yang digunakan dan cara 

perolehannya dalam proses penelitian. 

d) Bab IV : Hasil Analisis 

Pada bab IV penulis akan membahas hasil analisa penelitian ini 

terhadap rumusan permasalahan yang ada. Tinjauan pustaka berupa 

teori dan opini para ahli akan digunakan penulis untuk melengkapi 

hasil penelitian ini. 

e) Bab V : Kesimpulan dan Saran. 

Pada Bab terakhir ini penulis memberikan ringkasan dari hasil 

temuan yang diperoleh dalam penelitiannya. Selain ringkasan, 

penulis juga akan memberikan sumbangan pikiran atas hasil 

penelitian guna pengembangan ilmu, atas sumbangan penelitian 

yang bisa digunakan untuk perencanaan dan memutuskan kebijakan. 

 


